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Abstract 
This study entitled the analysis of Village Fund Management in an Effort to Improve 

the Community Economy of Kuala Karang Village, Teluk Pakedai District, Kubu Raya 

Regency is a qualitative research. Data collection techniques in this study used 

observation, interview, and documentation study techniques. Data collection tools 

used are interview guides, observation guides, notebooks and archives. The results 

showed that 1) the Village Fund Development Program which involved the community 

did not participate in the Village development program only involved a portion of the 

community that could be associated with the development program Community 

development planning that was promoted for the time being had not been done before 

conservation. 2) The implementation process of Village Fund Management has not 

been carried out to the maximum. Physical infrastructure such as infrastructure and 

transportation infrastructure have been implemented well as the construction of roads 

and bridges as transportation access, the implementation of community economic 

development has also not been carried out properly if there is an agriculture and 

fisheries sector that has not been approved. 3) The accountability of Village Fund 

Management is quite good form of accountability from the Village government in the 

form of Village Fund reporting has been conveyed to several parties both to the 

Regency / City Government and the community 

 

Keywords : Village Community Economy, Village Fund Management

PENDAHULUAN 

 Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004 tentang perimbangan keuangan pusat 

daerah, dimana hal ini disambut positif dari 

semua pihak dengan segenap harapan bahwa 

melalui otonomi daerah akan dapat merangsang 

terhadap adanya upaya untuk menghilangkan 

praktek-praktek sentralistik yang pada satu sisi 

dianggap kurang menguntungkan bagi daerah 

dan penduduk lokal. Prinsip otonomi daerah 

menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam arti daerah diberikan kewenangan 

mengurus dan mengatur semua urusan 

Pemerintahan di luar yang menjadi urusan 

Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-

Undang. 

Proses desentralisasi yang telah 

berlangsung memberikan penyadaran tentang 

pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu 

pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun 

pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik 

beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota, 

namun secara esensi sebenarnya kemandirian 

tersebut harus dimulai dari level Pemerintahan 

ditingkat paling bawah yaitu Desa. Pemerintah 

Desa diyakini lebih mampu melihat kebutuhan 

yang harus lebih di prioritaskan masyarakat 

dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang 

secara nyata memiliki ruang lingkup 

permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, 

pembangunan pedesaan yang dilaksanakan 

harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, 

potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan 

prioritas pembangunan pedesaan yang telah 

ditetapkan. 

Peran Pemerintahan Desa sangat 

berpengaruh bagi pembangunan dan 

pemberdayaan Desa baik secara ekonomi, 

sosial, dan kebudayaan. Sesuai Undang-Undang 

No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat 12 

yang berbunyi: Pemberdayaan Masyarakat Desa 

adalah upaya mengembangkan kemandirian dan 
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kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 

pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, 

kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan 

sumber daya melalui penetapan kebijakan, 

program, kegiatan, dan pendampingan yang 

sesuai dengan esensi masalah dan prioritas 

kebutuhan masyarakat Desa. 

Kemudian jika melihat pada kebijakan 

Pemerintah pusat saat ini melalu kebijakan 

strategisnya yang sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

kali ini pembangunan melalui Desa sangat 

diprioritaskan karena Desa dianggap sebagai 

ujung tombak pembangunan Nasional. Maka 

dari itu anggaran yang dikeluarkan dari APBN 

untuk Desa sangatlah besar. Berdasarkan 

informasi yang disampaikan Mentri Keuangan 

Sri Mulyani Indrawati melalui buku pintar 

Dana Desa (2017), menjelaskan: Pada tahun 

2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 

triliun, dengan rata-rata setiap Desa 

mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada 

tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi 

Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap Desa 

sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali 

meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-

rata setiap Desa sebesar Rp800 juta.  

Bahkan pada tahun 2018 penulis 

menemukan data yang termuat didalam papan 

informasi Desa Kuala Karang, bahwa Desa 

Kuala Karang mendapat anggaran Dana Desa 

sebesar Rp 979,65 juta  ditambah alokasi Dana 

Desa sebesar Rp 563,65 juta. Pada penggunaan 

anggaran yang berjumlah besar di Desa Kuala 

Karang, banyak masyarakat mengkritik, bahwa 

realisasi penggunaannya masih belum 

maksimal jika ditinjau melalui output atau 

capaian yang dihasilkan dari kebijakan yang 

dibuat Pemerintah Desa Kuala Karang. Faktor 

penyebab kurang maksimal Pengelolaan Dana 

Desa mungkin dikarenakan sumber daya 

manusia yang mengelolahnya belum memiliki 

kompetensi yang diharapkan. Selain dari itu 

faktor teknis lapangan juga menjadi kendala 

yang diperhitungkan seperti keadaan sosial 

masyarakat, tingkat perekonomian, dan 

pengaruh pembangunan daerah yang belum 

maksiamal. 

Menurut fakta yang terjadi dilapangan, 

berdasarkan temuan masyarakat di Desa Kuala 

Karang, proses realisasi anggara Dana Desa 

belum maksimal. Menurut informasi yang 

penulis dapat dari Bapak Alfian selaku  Kepala 

Seksi Pemerintahan Desa Kuala Karang 

menerangkan, bahwa Pengelolaan Dana Desa 

oleh Pemerintah Desa Kuala Karang memang 

belum maksimal, itu dikarenakan bahwa di 

Desa Kuala Karang belum memiliki tenaga ahli 

yang sesuai dengan kompetensi yang 

dibutuhkan sehingga proses Pelaksanaan 

realisasi anggaran Dana Desa sedikit 

mengalami hambatan secara teknis dan 

administrasi, mengingat bahwa porsi pelatihan 

untuk aparatur Desa belum dilaksanakan secara 

maksimal sehingga bekal pengetahuan dan 

keterampilan guna meningkatkan kompetensi 

aparatur Desa menjadi faktor utama dari 

masalah yang terjadi. 

Padahal berdasarkan Permendes  PDTT 

Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan 

Desa, setiap Desa tertinggal telah ditugaskan 

Pendamping Desa dari Kecamatan dan 

Kabupaten untuk membantu pelatihan dan 

pengawasan kinerja aparatur Desa didalam 

Pemerintahan. Jika dilihat bahwa status Desa 

Kuala Karang berdasarkan Peraturan Bupati 

Nomor 75 tahun 2018, menjelaskan bahwa 

status Desa Kuala Karang adalah Desa Sangat 

Tertinggal dengan jumlah penduduk 1.577 jiwa 

Desa Kuala Karang hanya memiliki 53 orang 

yang memiliki latar belakang pendidikan 

menengah dan 3 orang memiliki latar belakang 

pendidikan tinggi. Tentunya hal ini menjadi 

pertanyaan bagi Penulis, apakah ada yang 

mempengaruhi Proses Pengelolaan Dana Desa 

terhadap pembangunan ekonomi masyarakat 

Desa Kuala Karang sehingga menjadi masalah 

dalam Pemerintah Desa. 

 

METODE PENELITIAN 

Bentuk penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan 

metode penelitian deskriptif. Menurut Satori 

(2009:25) “Penelitian kualitatif adalah suatu 

pendekatan penelitian yang mengungkap situasi 

sosial tertentu dengan mendeskripsikan 

kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata 

berdasarkan teknik pengumpulan data dan 

analisis data yang relevan yang diperoleh dari 

situasi yang alamiah”. 
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Penelitian kualitatif dengan menggunakan 

metode deskriptif ini akan ditemukan 

pemecahan masalah dengan membandingkan 

persamaan dan perbedaan gejala-gejala yang 

ditemukan di lapangan. Didalam penelitian ini 

peneliti akan menggambarkan sesuai dengan 

fakta-fakta secara nyata mengenai Pengelolaan 

Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan 

Perekonomian Masyarakat Desa Kuala Karang 

Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu 

Raya. 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif kualitatif. Penelitan 

deskriptif ini digunakan untuk memperoleh 

informasi yang mendalam kemudian dilakukan 

analisis dan menggambarkan Pengelolaan Dana 

Desa Dalam Upaya Meningkatkan 

Perekonomian Masyarakat Desa Kuala Karang 

Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu 

Raya. Penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel 

mandiri, baik satu variebel atau lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan, 

atau menghubungkan antara variabel satu 

dengan variabel yang lain. Studi deskriptif 

dalam penelitian ini merupakan studi eksplorasi 

yang difokuskan pada penelaahan lokasi 

penelitian sebagai prakondisi dalam 

memperoleh informasi akurat mengenai 

Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya 

Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa 

Kuala Karang Kecamatan Teluk Pakedai 

Kabupaten Kubu Raya. 

Penelitian ini berlokasi di Desa Kuala 

Karang Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten 

Kubu Raya. 

Data primer adalah data yang diperoleh 

langsung dari hasil wawancara dengan 

narasumber atau informan yang dianggap 

berpotensi dalam memberikan informasi yang 

relevan dan sesuai dilapangan yaitu pihak 

pemerintahan Desa adalah Kepala Desa beserta 

aparatur Desa dan  unsur masyarakat yang 

dianggap berkompeten dalam memberikan 

informasi Pengelolaan Dana Desa Dalam 

Upaya Meningkatkan Perekonomian 

Masyarakat Desa Kuala Karang Kecamatan 

Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya. 

Data sekunder yang bersumber dari hasil 

olahan instansi atau suatu lembaga tertentu 

bukan saja untuk kepentingan lembaganya 

tetapi juga untuk pihak lain yang 

membutuhkan. Hal ini bertujuan untuk 

memperoleh landasan atau kerangka pemikiran 

yang digunakan untuk membahas hasil 

penelitian. Dalam penelitian ini sumber data 

sekunder ialah laporan, dokumen-dokumen di 

Desa Kuala Karang Kecamatan Teluk Pakedai 

Kabupaten Kubu Raya. 

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan 

untuk memperoleh data informasi serta 

keterangan-keterangan bagi kepentingan 

penulis. Teknik pengumpulan data dilakukan 

dengan menggunakan instrument sebagai 

berikut:  

1) Teknik wawancara digunakan untuk 

mewawancarai para responden yang dianggap 

sebagai tokoh kunci dalam penelitian ini. 

Penulis menggunakan pedoman wawancara 

agar tidak keluar dari fokus yang telah 

ditentukan. Data yang dikumpulkan melalui 

wawancara bersifat uraian kata. Dalam 

penelitian ini, wawancara ditujukan terhadap 

Kepala Desa serta aparatur Desa dan unsur 

Masyarakat.  

2) Observasi Suatu cara untuk memperoleh data 

melalui kegiatan pengamatan langsung terhadap 

objek penelitian untuk memperoleh keterangan 

yang relevan dengan objek penelitian. Dengan 

melakukan observasi, peneliti mencatat apa saja 

yang dilihat dan menggali dari dokumen tertulis 

untuk memberikan gambaran secara utuh 

tentang objek yang akan diteliti. Observasi yang 

dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

melihat fenomena-fenomena yang berkaitan 

dengan Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya 

Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa 

Kuala Karang Kecamatan Teluk Pakedai 

Kabupaten Kubu Raya. Adapun observasi 

tersebut bersifat langsung non partisipatori, 

artinya dalam penelitian ini peneliti melakukan 

pengamatan secara langsung tanpa terlibat 

secara aktif dalam berbagai kegiatan sehingga 

tidak mempengaruhi kealamian dari segala 

sesuatu yang terjadi di lokasi penelitian. 

Observasi dilakukan sistematis terhadap 

Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya 

Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa 

Kuala Karang Kecamatan Teluk Pakedai 

Kabupaten Kubu Raya.  
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3) Telaah dokumen yaitu mengkaji dokumen-

dokumen baik berupa buku referensi maupun 

peraturan maupun pasal yang berhubungan 

dengan penelitian yang dilakukan penulis, 

telaah dokumen dilakukan dengan cara 

penelusuran guna mendapatkan data sekunder 

yang akan digunakan dalam menganalisis 

permasalahan, yaitu yang berhubungan dengan 

teori-teori, Undang-Undang dan dokumen 

tentang Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya 

Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa 

Kuala Karang Kecamatan Teluk Pakedai 

Kabupaten Kubu Raya. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini 

penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu 

dengan mendeskripsikan dan menganalisis 

lebih mendalam dari data hasil penelitian yang 

diperoleh melalui wawancara langsung, 

observasi dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Didalam melakukan analisis data 

penelitian mengacu kepada beberapa tahapan 

antara lain:  

1) Pengumpulan informasi dengan 

mewawancarai narasumber yaitu Kepala Desa 

beserta aparatur Desa dan unsur Masyarakat 

Desa Kuala Karang Kecamatan Teluk Pakedai 

Kabupaten Kubu Raya 

 2)  Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan pemilihan, penyerderhanaan data kasar 

yang muncul dari catatan-catatan dilapangan 

selama meneliti baik dari hasil wawancara 

maupun dari data yang diperoleh dari Kepala 

Desa serta aparatur Desa dan unsur Masyarakat 

Desa Kuala Karang Kecamatan Teluk Pakedai 

Kabupaten Kubu Raya yang berhubungan 

dengan masalah penelitian. 

3) Langkah selanjutnya adalah menyusun data 

dalam satuan-satuan yang kemudian 

disesuaikan jawaban atas rumusan masalah 

yang disusun. 4) Langkah terakhir adalah 

mengadakan pemeriksaan keabsahan data, 

untuk selanjutnya menjadikan hasil analisis data 

sebagai acuan untuk menyusun kesimpulan dan 

rekomendasi dalam Pengelolaan Dana Desa. 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Pada bagian ini akan diuraikan hasil 

penelitian tentang analisis Pengelolaan Dana 

Desa dalam upaya meningkatkan perekonomian 

masyarakat desa Kuala Karang Kecamatan 

Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya. 

Bahwa Desa Kuala Karang Kecamatan 

Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya memiliki 

luas wilayah 2.500Ha, dengan berbatasan 

disebelah barat dengan laut Natuna, timur 

dengan Desa Seruat Satu, Selatan dengan Desa 

Sungai Nibung, dan Utara dengan Desa 

Tanjung Bunga. Sebagian besar wilayah Desa 

Kuala Karang merupakan lahan produktif 

seluas 350Ha yang meliputi lahan pertanian. 

Wilayah Desa Kuala Karang yang dilintasi 

garis khatulistiwa beriklim tropis, terletak pada 

koordinat 23 diketinggian 2m dari permukaan 

laut, dengan suhu rata-rata 26 ℃, dan dengan 

iklim dua musim yaitu musim hujan dan musim 

panas / kemarau. 

Kondisi Ekonomi Desa Kuala Karang 

berdasarkan Indek Desa membangun (IDM) 

termasuk dalam klasifikasi Desa Tertinggal. 

Bahwa Desa Kuala Karang adalah Desa yang 

masyarakatnya memiliki mata pencarian bidang 

pertanian, perdagangan, perikanan dll. Kegiatan 

ekonomi Desa Kuala Karang yang paling 

dominan adalah pada sektor perikanan dan 

pertanian, hal ini dapat dilihat semakin 

berkembangnya masyarakat Desa Kuala Karang 

dalam melakukan usaha dibidang tersebut. 

Dengan jumlah penduduk: Bugis 109 

Orang laki-laki dan 86 Orang wanita, TiongHoa 

57 Orang laki-laki dan 53 Orang wanta, Dayak 

5 Orang   laki-laki dan 10 Orang wanita, Jawa 6 

Orang laki-laki dan  2 Orang wanita, Melayu 

639 Orang laki-laki dan 612 Orang wanita. 

Jumlah 816 Orang laki-laki dan 762 Orang 

wanita. 

Berdasarkan hasil Observasi dan 

wawancara kepada informan atau narasumber 

menemukan beberapa data pengelolaan Dana 

Desa Kuala Karang yaitu : dokumen 

perencanaan RPJMDes periode 2018-2024 

dengan total anggaran, Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa Rp.713.040.000, 

Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 
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7.021.000.000, Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 

46.800.000, Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Rp. 60.000.000 Jumlah Total Rp.7.840.840.000 

Pendapatan APBDes mencakup 

pendapatan Desa Rp. 2.050.140.000 terdiri dari 

Dana Desa Rp. 1.394.180.000, Alokasi Dana 

Desa Rp. 591.900.000, bagi hasil pajak dan 

retribusi daerah Rp. 64.060.000. 

Sedangkan laporan realisasi penggunaan 

Dana Desa ada dua tahap pelaporan yaitu tahap 

pertama : pendapatan anggaran Rp. 

2.050.140.000 dan anggaran realisasi Rp. 

410.028.000. hanya terealiasasi sebesar Rp. 

288.308.000 sudah termasuk SILPA sebesar 

Rp. 52.832.000. jika dihitung Rp. 410.028.000 - 

Rp. 288.308.000 = Rp. 121.720.000 menjadi 

SILPA ke tahap kedua. Sedangkan pada tahap kedua 

: pendapatan anggaran realisasi Rp. 1.230.140.000 

dan terealiasasi sebesar Rp. 1.139.854.000, jika 

dihitung Rp. 1.230.140.000 - 1.139.854.000 = Rp. 

90.230.000 akan menjadi SILPA. Total SILPA dari 

tahap pertama dan tahap kedua berjumlah Rp. 

121.720.000 + Rp. 90.230.000 = Rp. 211.950.000.  

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala 

Desa dan staf Desa Kuala Karang menjelaskan 

tentang jumlah Dana Desa tahun anggaran 2019 

Desa Kuala Karang menerima kurang lebih 2 milyar 

sudah termasuk ADD dan BHPRD. Pada saat proses 

Perencanaan melibatkan masyarakat yang 

diwakilkan melalui BPD dan Lembaga 

kemasyarakatan sehingga menghasilkan sejumlah 

kebijakan melalui beberapa tahap musyawarah 

seperti Musdus, Musdes, dan Musrenbang Desa 

kemudian akan dilakukan rapat RKPDes dan 

APBDes. Setelah proses Perencanaan akan masuk ke 

tahap Pelaksanaan setelah seluruh usulan yang 

bersifat prioritas ditetapkan melalui APBDes. Untuk 

tahap Pelaksanaan juga mengikutsertakan 

masyarakat sebagai pelaksana kegiatan melalui TPK 

seperti melibatkan masyarakat secara umum untuk 

bekerja sebagai tenaga kerja sementara pada proyek 

pembangunan Desa. Kemudian hasil yang telah 

direalisasikan melalui program pembangunan akan 

dipertanggungjawabkan berdasarkan asas 

transparansi, partisipastif, dan akuntabilitas yang 

dilakukan dimulai dari TPK melaporkan hasil 

kegiatan kepada sekdes atas dasar itu sekdes 

membuat SPJ dan LPJ Pelaksanaan APBDes 

yang kemudian akan melaporkan kepada 

Kepala Desa dan mendapat persetujuan BPD 

kemudian dipertanggungjawabkan dalam 

bentuk laporan kepada Bupati Kabupaten Kubu 

Raya. 

Untuk potensi perekonomian Desa Kuala 

Karang memiliki dua sektor utama yaitu pada 

sektor pertanian dan sektor perikanan, untuk 

saat ini kedua sektor tersebut belum tersentuh 

oleh Dana Desa dalam upaya meningkatkan 

perekonomian masyarakat melainkan bantuan 

dari APBD Kubu Raya, karena untuk saat ini 

Pemerintah Desa Kuala Karang masih berfokus 

pada pembangunan infrastruktur fisik seperti 

pembangunan sarana dan prasarana transportasi 

dalam wujud pembangunan jalan dan jembatan 

Desa. 

Sedangkan Berdasarkan hasil wawancara 

kepada masyarakat di Desa Kuala Karang 

terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam upaya 

meningkatkan perekonomian masyarakat Desa 

Kuala Karang Kecamatan Teluk Pakedai 

Kabupaten Kubu Raya. secara umum 

masyarakat kurang mengetahui proses dan 

jumlah Dana Desa yang dialokasikan hal ini 

dikarenakan kurangnya sosialisai terhadap 

Pengelolaan Dana Desa sehingga masyarakat 

tidak mengetahui berapa jumlah Dana Desa 

dengan pasti. Karena pada saat Musrenbang 

Desa Pemerintah Desa Kuala Karang juga tidak 

melibatkan masyarakat secara menyeluruh, 

tetapi menurut hasil wawancara kepada bapak 

Andika bahwa dirinya dilibatkan dalam 

musrenbang Desa Kuala Karang sebagai tokoh 

masyarakat. Beliau mengatakan proses 

musrenbang dilakukan dengan terbuka dan 

melibatkan masyarakat yang di anggap 

berkompeten tetapi dalam penginformasiannya 

hanya melalui papan informasi dan Tim 

Pelakasana Kegiatan Desa (TPKD) melalui 

ketua RT tetapi sayangnya informasi tersebut 

tidak tersampaikan kepada masyarakat dengan 

jelas mengingat kurangnya pemahaman ketua 

RT terhadap proses Pengelolaan Dana Desa 

yang menyebabkan ketua RT kurang maksimal 

menjelaskan kepada masyarakat tentang 

informasi Pengelolaan Dana Desa.  

Pada sektor perekonomian menurut 

masyarakat ada dua yaitu sektor perikanan dan 

sektor pertanian yang menjadi sektor utama 

perekonomian masyarakat, untuk saat ini Dana 

Desa belum digunakan untuk pembangunan 

kedua sektor tersebut bahwa pada dasarnya 

masyarakat Desa Kuala Karang sangat 
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memerlukan pembangunan pada sektor 

pertanian dan perikanan. 

Pada pertanian perlu adanya pihak yang 

mampu membeli hasil panen agar para petani 

lebih bersemangat dalam bertani, berdasarkan 

hasil wawancara yang disampaikan oleh 

beberapa petani bahwa hasil panen yang 

dihasilkan sangat banyak dengan kualitas yang 

baik tapi hasil panen mereka hanya digunakan 

untuk konsumsi sendiri sehingga petani 

menunggu padi yang tersedia akan habis baru 

mereka mulai bertanam lagi. Untuk di sektor 

perikanan masyarakat memiliki keluhan bahwa 

muara sungai yang dangkal menjadi 

penghambat keluar masuknya kapal nelayan 

untuk menangkap ikan sehingga nelayan 

menjadi kesulitan dalam melakukan pekerjaan 

ditambah lagi bagi kapal pengangkut barang 

kebutuhan Desa dan barang hasil kegiatan 

ekonomi Desa menjadi terganggu. Hal ini sudah 

sering diajukan melalui rapat antar RT tetapi 

masih belum juga ada upaya untuk 

mengatasinya mengingat biaya yang digunakan 

untuk proyek pendalaman muara sungai 

sangatlah besar akhirnya menjadi tugas 

tersendiri bagi Pemerintah Desa Kuala Karang 

dalam menjawab permintaan masyarakat. 

Jika dilihat bahwa Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 tahun 2016 tentang Dana Desa.  Desa 

diwajibkan membangun BUMDes dengan 

harapan Desa mampu memperoleh sumber 

pendapatan asli Desa, dan juga sebagai 

pendorong ekonomi masyarakat agar mampu 

mandiri, tetapi hal ini belum dilakukan pada 

Desa Kuala Karang bahwa sampai saat ini Desa 

Kuala Karang baru memulai membangun 

BUMDes. Dari ungkapan masyarakat pada saat 

wawancara, masyarakat memiliki harapan agar 

Pemerintah Desa untuk kedepannya lebih 

mementingkan pembangunan perekonomian 

masyarakat melalui BUMDes dari pada 

pembangunan yang tidak memiliki manfaat 

secara prioritas seperti membangun akses 

transportasi darat meskipun sudah dalam 

keadaan baik mengingat bahwa secara 

mayoritas akses transportasi masyarakat Desa 

Kuala Karang dalam kegiatan perekonomian 

lebih menggunakan jalur air dari pada jalur 

darat. 

 

Pembahasan 

Menurut Suharto (2010:71), Perencanaan 

pada hakekatnya adalah sebuah proses yang 

penting dan menentukan keberhasilan suatu 

tindakan dengan demikian, kunci keberhasilan 

dalam Pengelolaan atau manajemen tergantung 

dalam proses Perencanaannya untuk 

mensejahterakan anggotanya, sementara itu 

Menurut Manila I. GK. (1996:25) mengatakan 

bahwa Perencanaan merupakan aktivitas 

menyusun hal-hal apa saja yang akan 

dikerjakan atau dilakukan dimasa yang akan 

datang, sekaligus bagaimana cara 

melaksanakanya didalam proses prencanaan. 

Perencanaan Pengelolaan Dana Desa di 

Desa Kuala Karang belum maksimal jika 

ditinjau berdasarkan perintahkan Undang-

Undang dan peraturan Pemerintah yang 

berasaskan transparansi, akuntabel, dan 

partisipatif. Pada hasil penelitian melalui 

observasi dan wawancara menjelaskan bahwa 

peran partisipasi masyarakat Desa Kuala 

Karang kurang dilibatkan dalam proses 

Perencanaan pembangunan dan Pengelolaan 

Dana Desa Kuala Karang.  

Menurut Suharto (2010:79) Tahap 

Pelaksanaan program intinya menunjuk pada 

perubahan proses Perencanaan pada tingkat 

abstraksi yang lebih rendah. Penerapan 

kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan 

tujuan, sedangkan operasi atau kegiatan-

kegiatan untuk mencapainya adalah alat 

pencapaian tujuan. Hasil penelitian melalui 

wawancara, observasi, dan data yang 

didapatkan penulis menemukan bahwa di Desa 

Kuala Karang belum maksimal dalam proses 

Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa jika dilihat 

dari indikator yang penulis buat. Untuk bentuk 

kegiatan pembangunan yang dilaksanakan 

menurut penulis sudah cukup baik jika ditinjau 

dari bentuk fisik berupa pembangunan 

infrasruktur, sarana dan prasarana transportasi, 

namun ada beberapa dari item pelaksanaan 

yang belum terlaksanakan terutama pada bidang 

melaksanakan Program pemberdayaan 

masyarakat dan pembangunan sumber daya 

manusia. 

Berdasarkan hasil penelitian melalui 

observasi dan wawancara penulis menemukan 

bahwa di Desa Kuala Karang untuk proses 
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Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa  

belum maksimal jika dilihat dari indikator dan 

aturan yang ada, karena berdasarkan hasil 

temuan dilapangan Aparat Desa Kuala Karang 

kurang dari unsur transparansi dalam mengelola 

Dana Desa. Pada saat penulis meminta salinan 

RPJM, RKPDes, dan LPJ pihak Aparat Desa 

Kuala Karang belum bisa memberikan 

dokumen pengelolaan Dana Desa secara penuh 

kepada penulis, mengingat bahwa laporan 

pertanggujawaban final belum selesai 

dikerjakan karena belum berakhirnya tahun 

anggaran 2019. Hanya dokumen RPJMDes, 

RKPDes, APBDes, dan Laporan Realiasasi 

APBDes yang diperoleh penulis melalui 

Sekdes. Sementara Undang-Undang Nomor 14 

tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik pasal 4, menjamin setiap warga Negara 

Indonesia memiliki hak atas informasi publik 

dan dapat dipertanggungjawabkan dengan 

begitu informasi dalam bentuk dokumen yang 

bukan bersifat rahasia wajib diberikan apabila 

digunakan untuk kebutuhan penelitian dan 

kebutuhan pendidikan oleh lembaga atau pihak 

yang terpercaya. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

 dapat disimpulkan bahwa penelitian 

analisis pengelolaan dana desa dalam upaya 

meningkatkan perekonomian masyarakat Desa 

Kuala Karang Kecamatan Teluk Pakedai 

Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:  

1). Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Dalam 

Upaya Meningkatkan Perekonomian 

Masyarakat Desa Kuala Karang Kecamatan 

Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya belum 

maksimal dilakukan melihat dari hasil 

penelitian bahwa partisipasi masyarakat belum 

sepenuhnya ikut serta dalam menentukan 

program pembangunan Desa. 

 2). Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Dalam 

Upaya Meningkatkan Perekonomian 

Masyarakat Desa Kuala Karang Kecamatan 

Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya belum 

maksimal mengingat bahwa program kerja yang 

disusun belum terealisasi secara penuh, secara 

fisik infrastruktur seperti sarana dan prasarana 

transfortasi sudah dilaksanakan dengan baik 

yaitu pembanguanan jalan dan jembatan 

sebagai akses transportasi, tetapi untuk program 

pembinaan dan pemberdayaan masyarakat 

belum di laksanakan jika dilihat sebagian besar 

masyarakat tidak mengetahui informasi 

pembangunan Desa. Pelaksanaan pembangunan 

perekonomian masyarakat juga belum 

terlaksanakan dengan baik jika dilihat bahwa 

sektor pertanian dan perikanan belum 

diperhatikan karena Pemerintahan Desa 

berfokus pada pembangunan infrastruktur 

transportasi.  

3). Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana 

Desa Dalam Upaya Meningkatkan 

Perekonomian Masyarakat Desa Kuala Karang 

Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu 

Raya cukup baik jika dilihat bahwa jumlah 

anggaran yang diterima setiap tahunnya cukup 

besar dan tidak mengalami masalah, tetapi asas 

transparansi dan akuntabelitas terhadap 

masyarakat masih kurang baik karena dalam 

proses penginformasian Pengelolaan Dana Desa 

dianggap tidak transparansi kepada masyarakat. 

 

Saran 

 Dari penelitian ini maka penulis 

memberikan saran kepada : 

 Kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya 

agar kedepannya lebih memperhatikan proses 

dan tahapan realisasi pengelolaan Dana Desa 

dalam bentuk pembinaan melalui 

Pendampingan Desa yang ditugaskan secara 

langsung agar nantinya setiap Desa yang 

mengalami kesulitan karena kurangnya Sumber 

Daya Manusia yang berkompeten dalam 

melaksanakan pengelolaan hingga pada proses 

pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa 

bisa teratasi terutama di Desa Kuala Karang. 

 Saran kepada pihak Pemerintah Desa 

Kuala Karang untuk kedepannya pada tahun 

anggaran baru diharapkan agar lebih 

memperhatikan perekonomian masyarakat 

dibidang pertanian dan perikanan mengingat 

bahwa pada dua sektor tersebut adalah aset 

Desa yang sangat berpotensi, dengan begitu 

potensi dari aset Desa mampu menyerap 

pendapatan asli Desa melalui sektor tersebut. 

Selain dari itu faktor pendukung seperti fasilitas 

perikanan milik Desa, akses transportasi sungai, 

BUMDes, Dan Koperasi harus menjadi yang di 

prioritaskan dalam program pembangunan 
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karena melalui swadaya masyarakat akan 

menjadi motor penggerak utama perekonomian 

masyarakat Desa Kuala Karang. Selain dari itu 

transparansi terhadap penggunaan Dana Desa 

harus diutamakan agar tidak menimbulkan 

kecurigaan oleh masyarakat dalam mengelola 

Dana Desa serta melibatkan partisipasi 

masyarakat dalam proses Perencanaan dan 

pelaksaan penggunaan Dana Desa kemudian 

Pemerintah Desa mampu 

mempertanggungjawabkan hasil penggunaan 

Dana yang telah di alokasikan.  

 Kepada masyarakat agar lebih proaktif 

mengawasi dan mengawal Pengelolaan Dana 

Desa yang sesuai dengan asas partisipatif, 

transparansi, dan akuntabel guna mewujudkan 

pembangunan Desa dengan mengunakan Dana 

Desa agar berjalan dengan baik tanpa adanya 

penyalahgunaan dan penyelewengan yang dapat 

merugikan masyarakat. Selain dari itu 

keikutsertaan masyarakat dalam menentukan 

usulan program pembangunan harus lebih 

ditingkatkan terutama memberi usulan yang 

bersifat produktif yang dapat membangun 

perekonomian masyarakat. 
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